
          

 
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALI KOTA BATU 
NOMOR 38  TAHUN 2022 

 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU  

NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 

LINGKUNGAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BATU, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka menegaskan pengaturan terkait 

pendelegasian kewenangan  dan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 507 dan Pasal 525 Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Batu tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 71 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengawasan Lingkungan dan Penanganan 

Pengaduan Masyarakat; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2001  Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 

tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan 

Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 

dan/atau Perusakan Hutan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha 

pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup; 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan 

Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun; 

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi 

Mesin dengan Pembakaran Dalam; 

20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Perlindungan, Pelestarian dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Sampah; 

22. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Sumur Resapan dan Biopori; 

23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 

24. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 71 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Pengawasan Lingkungan dan 

Penanganan Pengaduan Masyarakat; 

25. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 117 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Batu; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 71 TAHUN 

2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 

LINGKUNGAN DAN PENANGANAN PENGADUAN 

MASYARAKAT.  

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu 

Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengawasan Lingkungan dan Penanganan Pengaduan 

Masyarakat (Berita Daerah Kota Batu Nomor 71/E) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
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berikut: 

 

Pasal 41 

 

Wali Kota dalam penerapan Sanksi Administratif 

mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Instansi 

yang menangani Lingkungan Hidup. 

 

2. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 59 

 

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 mendelegasikan pencabutan 

keputusan Sanksi Administratif kepada Kepala Instansi 

yang menangani  Lingkungan Hidup apabila berdasarkan 

hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha 

dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban 

dalam Sanksi Administrasi. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 38/E 

 

Ditetapkan di Batu 
pada tanggal   29 Juni 2022 

 
WALI KOTA BATU, 

 

 

ttd 
 

DEWANTI RUMPOKO  

 
 

Diundangkan di Batu 
pada tanggal     29 Juni   2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 
 

 
ttd 
 

 

ZADIM EFFISIENSI 
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